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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba“ b -
< Ta' t -
< sa ; “ ;dengan titik ;i;‘;tas)
a jim j -
' ha‘ h h (dengan titik di bawah)
e kha' kh -
> dal d -
> 7al 7 P (dengan titik di atas)
B Ra‘ r -
J zai z -
o sin ] -
g syin 8y -
P sad S s (dengan titik di bawah)




P dad d d (dengan titik di bawah)
b 1a' t t (dengan titik di bawah)
b 7al z 7 (dengan titik di bawah)
t ‘ain ¢ koma terbalik
'C gain g -
? Fa‘ f " -
A Qaf q -
4 Kaf k -
J lam l A -
¢ mim m . -
3] Nun n -
9 wawu w -
—n Ha’ h -
apostrof  (tetapi tidak
¢ hamzah ] dilambangkan  apabila
ter-letak di awal kata)
& ya' y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab scperti vokal bahasa Indoncsia, terdiri dari vokal
tunggal atau monofiong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

X1



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
— Kasroh i i
’ Dammah u u
Contoh: )
=S - kataba «ad; - yazhabu

Jew swila S5 - zukira
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangunya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s z Fathah dan ya ai adani
5] / Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
AS - kaifa J #2- haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
g J— Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas

Maksurah
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(5 Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
2

9 e dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

JB - qala J-;B -qila
st - Tama J 4 yaqillu
. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, translitcrasinya
adalah (h)
Contoh; d>lb- Talhah
c¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” scrla bacaan kcdua katla itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/
Contoh: &) &5 3, - raudah al-Jannah
. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan scbuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.
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Sebagaimana dinyatakan di depan, hamgah ditransliterasikap dengan
apostroﬁ Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang tgrletak di tengah dan

di ak}ﬁr kg?a. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak di}ayﬁbang’kan, karaﬁa

dalagm tulisan Arab berupa alif.

Contah :
{ed - syai’un <l - umirtu
¢ 3l - an-nau’u O 94U - ta’khuziina

8. P an Kata
Kl

¥

Padg dasarnya sctiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
AN A e 4b Y Ol 9 - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin atau
Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin
O 5l J,i.“ | 4 )‘U - Fa ‘aufli al-kaila wa al-mizana atau
Fa ‘auful — kaila wal — mizana
9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapiial tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf terscbut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama



Contoh: L3 _ - rabbana

'

(""3 -nw’imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu « Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah ditransliterasikan scsuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh: | ) — ar-rajulu
sl — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti olch huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan  aturan yang digariskan di dcpan dan scsuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan
‘dihubungkan dengan tanda sambung (-) |
Contoh: V-UJ\ - al-qalamu JI -al-jalalu
C,»L,JV- al-badi’u

7. Hamzah



10.

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

J gy i’l Lozl g - wa ma Muhammadun illa Rasul

uuLLU tp 9 J? Z)L - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain schingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan,
Contoh :

S K end) R . @ - nasrun minallahi wa fathun qorib

\;_ye: J,»SM A - lillahi al-amaru jami’an

Bagi mercka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pcdoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu

tajwid.



ABSTRAK

Era demokrasi terpimpin (guided democracy) 1959-1965, adalah suatu
fase politik dalam perjalanan sejarah negeri ini, era ini diawali ketika Presiden
Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai “Konsepsi Presiden” fanggal
21 Februari 1957, dan mengeluarkan dekritnya yang terkenal yaitu dengan "Dekrit
Presiden 5 Juli 1959."

Ekses langsung dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah ketika Soekarno
mencanangkan demokrasi terpimpin, yang pada pelaksanaannya, Presiden
sebagai eksekutif atau kepala pemerintahan berusaha memusatkan semua
pemerintahan ke satu tangan vyaitu Presiden sendiri. Akibatnya kekuasaan
Presiden berada di atas kekuasaan semua lembaga negara yaitu, dengan
mengangkat para pejabat tinggi menjadi menteri seperti ketua MPRS, ketua DPR-
GR (legislatif), wakil ketua DPA, ketua DPN dan ketua MA (yudikatif), yang
seharusnya tidak dilakukan. Kemudian Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu
1955 dan mengangkat sepenuhnya DPR baru serta MPR.

Melihat peristiwa tersebut, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai
kekuasaan kepala pemerintahan yang dibangun dan yang menjadi pokok masalah
dalam penyususnan skripsi ini adalah bagaimana kekuasaan kepala pemerintahan
era demokrasi terpimpin Soekarno dalam perspektif figh sivasah.

Guna mendapatkan kejelasan sejarah dan hasil yang maksimal, dalam
penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan historis.
Pendekatan normatif dimaksudkan suatu usaha untuk menjelaskan kekuasaan
kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin, manakala menelaah dari sisi
hukum Islam (figh siydsah). Adapun pendekatan historis yaitu menelaah
kekuasaan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin dari segi politik dan
secara historis berusaha menggambarkan dan memaparkan perjalanan demokrasi
terpimpin (1959-1965). Dengan demikian, gambaran pelaksanaan kekuasaan
kepala pemerintahan masa tersebut akan ditelash, sepanjang peristiwa tersebut..
Kemudian data yang terkumpul di analisis dalam perspektif figh siydsah secara
kualitatif dengan metode deduktif. 'y ‘

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan kepala
pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno telah melampaui kekuasaan
kepala pemerintahan yang semestinya telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945)
sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sementara dalam pelaksanaaanya
semua kekuasaan lembaga negara berada di bawah kendalinya. Dengan demikian,
apabila dilihat dari perspektif figh siydsah, maka kekuasaan kepala pemerintahan
masa demokrasi terpimpin Soekarno telah menyalahi prinsip-prinsip
pemerintahan Islam, seperti prinsip syiird, al-musawdh (persamaan), al-adilah
(keadilan), al-hurriyah (kebebasan), dan amanat.
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KEKUASAAN KEPALA PEMERINTAHAN
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PRESIDEN SOEKARNO (1959-1965)
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara ditinjau dari perspektif hukum tatanegara merupakan suatu
organisasi kekuasaan." Merujuk pada pendapat aliran modern, yang dikemukakan
oleh Krenenburg dan Logemann, sebagaimana dikutip oleh Soehino, bahwa
negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan. Negara itu lahir atau berdiri
sudah dengan sendirinya mempunyai kekuasaan yang disebut kekuasaan negara.?

Menurut Max Weber negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.?
Sementara menurut Roger H. Soltaut negara adalah alat ( agency ) atau wewenang
( authority ) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas
nama masyarakat.’ Sementara menurut Harold J. Laski negara adalah suatu

masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai kekuasaan yang bersifat

! Kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai, memerintah,
mengurus orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan
fisik. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indomesia, cet. ke2
(Jakarta: Balai Pustaka, 1983), him. 468.

2 Soehino, Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Taianegara Indonesia,

(Yogyakarta: Liberty, 1985), him. 84.

3 Sulistyati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1987 ), him. 61.

“Bmon Hermawan, Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar, (Yogyakarta:
Klik®, 2001), him. 12.



memaksa, dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang
‘merupakan bagian dari masyarakat itu.?

Di negara-negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang, seperti
negara Indonesia, dalam sistem pengelolaan pemerintahan belum sepenuhnya
mengikuti apa yang oleh Weber sebagaimana dikutip oleh Sorjono Soekamto di
sebut kekuasaan "legal rasional”.’ Hal ini terlihat dari pengalaman kekuasaan
kepala negara di Indonesia pada era Presiden Soekarno yaitu masa demokrasi
terpimpin (1959-1965).”

Berbicara tentang kekuasaan negara dalam suatu pemerintahan sangat
Juas. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak melebar, penyusun membatasi pada
kekuasaan kepala pemerintahan. Dan yang dimaksud kepala pemerintahan dalam
penyusunan skripsi ini adalah sebagai penyelenggara pemerintahan negara
republik yang lebih lazim disebut Presiden.?

Semua wewenang berkaitan erat dengan hak moral untuk menentukan

kebijakan, membuat penilaian, mengeluarkan perintah dan meyelesaikan konflik,

* Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Poliiik, cet. ke-24. (Jakarta: Gramedia Pusiaka
Utama, 2003), him. 39.

¢ Kekuasaan legal rasional atau legal adalah kekuasaan yang disandarkan pada sistem
hukum yang berlaku dalam masyarakat, dimana sumber hukum disini difahamkan sebagai kaidah-
kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat bahkan telah diperkuat oleh negara. Lihat,
Soerjono Soekamto, Sosiclogi Suatu Pengantar, cet. ke-18, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
1994), him. 313.

7 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar, him106.

% presiden merupakan jabatan amat penting dalam suatu negara yang berbentuk republik,
kedudukannya adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Presiden
merupakan jabatan tunggal, yaitu diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Pemangku jabatan
Presiden disebut Presiden. Lihat buku Bambang Cipto, Presiden, Partai dan Perulihan Ekonomi
Indonesia, (Yogyakarta: Ul Press, 2003), him. 7.



semua kegiatan ini melibatkan penggunaan kekuasaan, prinsip-prinsip moral yang
memberikan pembenaran pada wewenang (hak menjalankan kekuasaan)
cenderung lebih spesifik dari pada nilai-nilai umum.

Tujuan wewenang adalah untuk mengatur tingkah laku penguasa maupun
vang di kuasai. Prinsip-prinsip itu memberikan batas-batas tertentu tentang
bagaimana seorang pemimpin atau kepala pemerintahan menjalankan
kekuasaannya, tetapi juga memberinya hak untuk memakai sumber daya dengan
cara-cara tertentu. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip wewenang
mempengaruhi cara bagaimana tujuan kekuasaan dicapai dan nilai-nilai terwujud’

Sehubungan dengan kekuasaan tersebut di atas, penyusun -mencoba
menjadikan episode demokrasi terpimpin sebagai “laboratorium” penyelidikan
tentang kekuasaan Presiden yang dilaksanakan oleh Soekarno, yang sekaligus
menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan negara Indonesia.'®

Terlepas dari keberhasilan Soekarno dalam mewujudkan iklim kehidupan
bangsa Indonesia yang merdeka. Masa pemerintahannya telah meninggalkan
segudang polemik dan kontroversi, baik di pandang dari perspekiif Hukum Tata
Negara (HTN) dan Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia,
terutama aspek yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kepala

pemerintahan, maupun figh sivasah.

® Charles F. Andrain. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Terj. Lukman Hakim,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), him. 192.

10 Cara membedakan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan adalah
melalui tugas dan tanggung jawab yakni tugas dan tangung jawab kepala Negara sebagai kepal
protokoler kenegaraan dan seremonial sedangkan tugas kepala pemerintahan yang mempunyai
fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif). Lihat buku Inu Kencana, A4/-Qur’an dan
Ilmu Politik, cet. ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), him. 208.



Soekarno adalah sosok figur kontroversial, ia senantiasa berada di tengah-
tengah kontroversi politik ideologis dan pemikiran yang luar biasa berlangsung
terus-menerus, hingga singgah di puncak kekuasaan dan menjadi bagian yang
permanen dari peta pergulatan politik di sepanjang sejarah Indonesia hingga
berakhir masa kekuasaanya di tahun 1965.!

Era demokrasi terpimpin (guided democracy) 1959-1965, adalah suatu
fase politik dan realitas ketatanegaraan dalam perjalanan sejarah negeri ini,
dengan tokoh utamanya ialah Presiden Soekarno. Sebagai langkah awal
dibukanya gerbang era tersebut ialah ketika Presiden Soekarno mengajukan
usulan yang dikenal sebagai “Konsepsi Presiden” tanggal 21 Februari 1957,
kemudian mengeluarkan dekritnya yang terkenal dengan "Dekrit Presiden 5 Juli
1959." 2

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-
Undang Dasar 1945 telah kembali dan meninggalkan UUD sementara 1950. dan
berakhir pulalah riwayat demokrasi parlementer (demokrasi liberal) di Indonesia.”®
Dekrit ini pula membantu "menyelesaikan" beberapa masaleh yang terjadi di

dalam negeri ini, yaitu: Periama, menyelesaikan perdebatan alot dan melelahkan

" Agus Sudibyo, Cira Bung Karno”Analisis Berita Pers Orde Baru”, cet. ke-1
(Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999), him. 8.

2 Dekrit adalah suatu keputusan dari penguasa tertinggi (Presiden atau Raja) secara
sepihak dan bertentangan atau mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan
Undang-Undang Dasar demi keselamatan bangsa dan negara. Ribit Suprapto, Perkembangan
Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), him. 201.

1 Pada tahun 1955-1958, masyarakat Indonesia diliputi suasana frustasi dan kegelisahan
sosial, politik, karena kepincangan-kepincangan yang terjadi di bidang politik sangat terasa pada
masa demokrasi parlementer. Adanya instabilitas politik, ketegangan antara politisi sipil dan
kalangan militer, parlemen dengan pemerintah, kebijakan politik luar negeri, kekacauan ekonomi
dalam negeri, hubungan pusat dan daerah, serta keamanan dalam negeri.



mengenai dasar negara dengan "kembali ke UUD 1945" yang berarti Indonesia
bukan negara agama, kedua, mengalihkan kekuasaan dari parlemen kepada
eksekutif yang berarti memberikan legitimasi pada kekuasaan Soekarno, dan
ketiga, membubarkan Majelis Konstituante.

Pengaruh besar dari dekrit tersebut ialah pada status Presiden Soekarno
yang dalam demokrasi parlementer hanya berfungsi sebagai simbel, namun pada
periode demokrasi terpimpin (1959-1965), sesuai dengan Konsep Presiden 12
Februari 1957, Presiden berusaha memusatkan semua pemerintahan ke satu
tangan yaitu Presiden sendiri, dengan mengangangkat para pejabat tinggi seperti
ketua MPRS, ketua DPR-GR (legislatif), wakil ketua DPA, ketua DPN dan ketua
MA (yudikatif) sebagai menteri, yang seharusnya mempunyai fungsi kekuasaan
yang berbeda.

Kemudian vang lebih luar biasa lagi vaitu ketika Soekarno membubarkan
DPR hasil Pemilu 1955 dan mengangkat sepenuhnya DPR baru serta MPR, selain
itu Soekarno juga diangkat oleh MPRS sebagai Presiden seumur hidup.
Akibatnya kekuasaan Presiden berada di atas kekuasaan semua lembaga negara,
yang seharusnya merupakan lembaga tertinggi di Indonesia.'* Sehingga Presiden
menjadi pusat seluruh kekuasaan berada di bawah kendalinya. hal ini jelas,
bertolak belakang dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 tentang kekuasaan
kepala pemerintahan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun bidang yudikatif.

Melihat sekelumit peristiwa di sepanjang kekuasaan Presiden Soekarno era

demokrasi terpimpin, penyusun merasa tertarik untuk menjelaskan lebih lanjut

14 Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinet, hlm. 204.



dari sisi yang berbeda dengan mengambil pokok masalahnya yaitu bagaimana
perspekiif figh siyasah melihat kekuasaan kepala pemerintahan yang dibangun
pada era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno.

Penyusun akan mengkaji tema tersebut (kekuasaan kepala pemerintahan)
dari kacamata figh siyasah dengan mengambil pandangan para pemikir Islam
klasik ‘maupun modern yang telah memunculkan gagasan-gagasan baru sesuai
dengan alam politik yang berkembang. Diantaranya ialah, al-Mawardi, al
Maududi, Ibnu Taimiyah, Fazlur Rahman dan pemikir Islam lainnya, yang
mencoba memberikan perhatian dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan
(politik) dalam Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah tujuan yang harus direalisasikan dalam setiap
kekuasaan para penguasa, yaitu seorang kepala pemerintahan yang mencurahkan
segenap daya upayanya guna memperbaiki kondisi spiritual dan sosial
rakyatnya.”” Sedangkan menurut Quthub bahwa kekuasaan seorang penguasa
dalam Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat
dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.'®

Jadi seorang kepala pemerintahan dituntut dalam menggunakan
kekuasaannya untuk memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan yang memang
selalu berkembang. meskipun demikian pemecahan-pemecahan terhadap masalah

tersebut (melalui ijtihad) tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan al-hadis.

15 Ibnu Taimiyah, Siydsah Syar’iyah “Etika Politik Islam”, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), him. 21.

'6 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:
Ul Press, 1993), him.150.



B. Pokok Masalah
Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah :
1. Bagaimanakah kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi
terpimpin Soekarno (1959-1965)?
2. Bagaimana pandangan figh siyasah terhadap kekuasaan kepala

pemerintahan masa demokrasi terpimpin Sockarno (1959-1965)?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

a. Menjelaskan tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa
demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965) perspektif figih
siyasah.

b. Menguraikan realitas politik ketatanegaraan yang terjadi di masa
demokrasi terpimpin. Hal ini sangat penting, karena sejarah
ketatanegaraan suatu negara yang memiliki pemahaman dalam
kekuasaan kepala pemerintahan secara periodik mengalami
perubahan setiap adanya pergantian kepala pemerintatahn.

2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran serta menambah khasanah keilmuan khususnya

dalam hal kekuasaan kepala pemerintahan dalam perspektif



Jigh siydsah studi terhadap kekuasaan kepala pemerintahan
masa demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965).

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pembaharuan dan pengembangan sistem tata negara di

Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang Sockarno telah banyak diteliti, namun kekuasaan
kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965) dalam
pandangan figih siydsah belum ada, dan untuk mendapatkan hasil yang
dikehendaki sesuai dengan topik permasalahan, penyusun tidak melepaskan diri
dari hasil penelitian para peneliti terdahulu sebagai pendukungnya. Berikut ini
akan dikemukakan beberapa karya para peneliti :

1. Buku yang ditulis oleh Mr. S.M. Amin, Indonesia Di Bawah Rezim
“Demokrasi Terpimpin”,'” dalam buku ini dibahas secara tajam tentang sepak
terjang politik Soekarno selama menjabat sebagai Presiden masa demokrasi
terpimpin.

2. Buku yang ditulis oleh Darmawan M.M dengan judul “Swkarno Bapak
Bangsa Indonesia”, Dalam buku ini mencoba menampilkan tentang riwayat hidup

Sukarno dari masa pembentukan yang menyangkut kehidupan pribadi Sukarno

' Amin, S.M, Indonesia Di Bawah Rezim “Demokrasi Terpimpin”, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1967).



sampai pada masa membangun negara dan mempertahankan keutuhan bangsa
hingga terbentuknya demokrasi terpimpin. ®

3. Buku yang berjudul Islam dan Politik "Teori Belah Bambu Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Karya Ahmad Syafii Maarif menjelaskan
kiprah politik kaum muslimin terutama tingkah laku politik partai-partai Islam
pada periode demokrasi terpimpin (1959-1965), dimana dengan sistem baru ini
menyebabkan partai-partai Islam harus menempuh jalan bersibak dua. Terlibat
dalam sistem baru ini dan bisa terus hidup atau mati dikubur sebagai kontra
revolusioner. °

4. Panji Nugraha Ruhiat dalam skripsinya yang berjudul Dekrit Presiden
dalam HTN di Indonesia ditinjau dari persfektif figh siyasah. Menjelaskan bahwa
wewenang seorang kepala negara (Presiden) dalam menyatakan bahaya (Dekrit)
berupa berupa pembubaran parlemen haruslah berdasarkan pada undang-undang
yang sedang berlaku dan berdasarkan pada keadaan terpaksa atau darurat.”

5. Skripsi yang berjudul demokrasi terpimpin menurut Idham Khalid
perspektif figh siydsah, yang disusun oleh Ahmad Muhajir menjelaskan pemikiran
yang memandang bahwa demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah bertentangan
dengan ideologi Islam, selain karena alasan-alasan politis. Idham beralasan bahwa

konsep demokrasi terpimpin tersebut yang menonjolkan musyawarah mufakat

'® Darmawan M.M, Sukarno Bapak Bangsa Indonesia, cet. ke-1, (Bandung: CV. Hikayat
Dunia, 2005).

' Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik " Teori Belah Bambu Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1965," (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

2% Panji Nugraha Ruhiat, Dekrit Presiden dalam HTN di Indonesia Ditinjau dari Persfektif
Figh Siyasah. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
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sejalan dengan syire, dengan pemikiran tersebut Idham melegitimasi keputusan

NU untuk mendukung sistem demokrasi terpimpin.*!

E. Kerangka Teoretik

Prinsip AdasarAlsIam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat,
termasuk dalam berbangsa dan bernegara (as-sivasah wa ad — dunya) adalah
mewujudkan kemaslahatan umum (af — maslahah ol — ammah). Tujnan substansif
universal disyari’atkannya  hukum-hukum agama adalah mewujudkan
kemaslahatan manusia.”

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa dalam al-Qur’an terdapat nilai-
nilai yang menjadi inspirator dan pedoman bagi manusia dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara, meliputi prinsip musyawarah, persamaan
(keadilan), ketaatan kepada pemimpin dan kebebasan beragama.23 Untuk
mewujudkan stabilitas yang dicita-citakan oleh suatu kekuasaan negars,
diperlukan adanya pemimpin atau kepala pemerintahan.

Kepala pemerintahan dalam kajian figh sivasah disebut juga khalifah,
secara etimologis kata khalifah berasal dari kata dasar atau masdar dari il madly

kholafa, yang berarti menggantikan atau menempati tempainya sedang bentuk

21 Ahmad Muhajir, Demokrasi Terpimpin menurut Idham Khalid Perspektif Figh Siyasah,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

2 Umarudin Masdar, Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 13.

2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, him. 4.
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jamaknya Kwlafa khald’if yang mempunyai arti primer “pengganti” yaifu
seseorang yang menggantikan tempat dalam beberapa persoalan.?*

Kepala pemerintahan dalam ferminologi disebutkan khalifah, imam dan
amir, pada dasarnya merupakan sebutan atau gelar bagi seseorang yang
melaksanakan fungsi kekhalifahan keimaman, dan keamiran dalam sejarah
Islam.”®

Kekuasaan yang dipegang oleh seorang kepala pemerintahan dalam Islam,
menurut al-Maududi hanyalah sebatas pada upaya untuk menegakkan agama dan
mengatur dunia, segala kebijakan yang diberlakukan tidak diperkenankan
bertentangan dengan hukum Allah dan inilah oleh al-Maududi disebut bahwa
pemimpin adalah wakil Allah di bumi, yaitu dalam pengertian untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran diantara umat manusia.*

Kepala pemerintahan dalam Islam menurut Fazlur Rahman, hanya sebagai
pelaksana eksekutif, dimana kepala pemerintahan merupakan pusat dari segala
kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta sistem lembaga

pemerintahan yang terpusat.”’

* A. Warson Munawir, Kamus al-Munawir (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), him.
362.

? Dari sebutan tersebut masing-masing berbeda masanya, dengan munculnya dan sebab-
sebab yang menimbulkan gelar-gelar tersebut berlainan, namun akhirnya semuanya mengarah
kesatu tujuan untuk mencari arti yang sama, yakni sebutan bagi seorang penguasa yang memimpin
negara Islam.

% Al-Maududi, Politik Alternatif “Suatu Perspektif Islam”. Terj. Moh Nor Hakim
(Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 58.

*" M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Memuut Fazlur Rahman, ( Yogyakarta:
UII Press, 2000), him. 98.
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Demi terciptanya perdamaian walau itu harus berada dalam suatu
kekuasaan yang otoriter, kemudian Fazlur Rahman menelorkan konsep,
bagaimanapun seorang penguasa bertindak melanggar jangan sampai kita berbuat
oposisi dan berusaha untuk melawannya, dia harus tetap kita taati dan dipatuhi.”®
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw :

gl Jidyanay yal 138 dpanay o allao S Gond Lag alusall o jall & dollall g aaud
il Y,

Menurut Imam al-Mawardi ketika kepala pemerintahan telah menunaikan
wewenangnya berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah, ketika itu ia memiliki
dua hak atas rakyat yaitu hak ketaatan dan hak dibela, selama imam tidak
menyimpang dari garis keimamahan atau selama kepala pemerintahan masih
berpegang teguh pada nas-nas syari’at, maka patuh dan taat merupakan kewajiban
yang harus dipenuhi setiap warga. Namun ketika seorang Imam atau kepala
pemerintahan telah menyimpang dari amanah hak-hak ummat yang telah
diberikan berarti dia harus diturunkan dari jabatannya.*

Kepala pemeriniahan sebagai konsuekuensi dari kewajiban sebagai

pemegang jabatan kekuasaan kepala pemerintahan, seperti yang diketengahkan

*® Jasilatul Helmiah, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Konsep Negara dalam Perspektif
Figh Siyasah, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001),
him. 56

*® Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhari. Sahih al-Bukhari, “Kitab al-Ahkam”, Bab Assm’u wa att@’ati al Imam méalam takun
ma’siatan, (Kairo: Dar el-Fikr, 1981), VIII: 205. Hadis Sahih dari Musaddad dari Yahya bin Sa’id
dari Ubaidillah dari Nafi® dari Abdillah.

* Abi Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, AFAhkam as-
Sultaniyyah Wa al-Wildyah ad-Dniyyah,(Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyyah, t.t), him. 19,
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oleh al-Mawardi, bahwa seorang kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan
yang diamanahkan kepadanya dalam mengurus negara, yaitu menjaga negara dari
malapetaka yang dapat merugikan hidup orang banyak, sehingga dengan demikian
segala perbuatan seseorang kepala pemerintahan haruslah membawa
kemaslahatan bagi rakyatnya.”!

Secara garis besarnya, landasan konstitusional kepala pemerintahan dalam
menyelenggarakan proses kehidupan bernegara harus mencerminkan prinsip-
prinsip figh siyasah, diantaranya ialah:

1. As-syiira (musyawarah), yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan

haruslah mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam
urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga

perwakilan. Landasannya firman Allah SWT yaitu:

2 a5 95 pb al g

2. Al-musawah (kesetaraaan) yaitu pandangan bahwa setiap orang

mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi

1.33

kesukuan, ras, agama, jenis kelamin dan kelas sosia Landasan

mengenai kesetaraan ini disebutkan dalam al-Qur’an:

3 Al-Mawardi, al-ahkam as-Sulthaniyah. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani dan
Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), him.37-38.

32 As-Syiira (42): 38.

3 A. Djazuli, Figh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syariah”, cet. ke-1, (Bandung: Prenada Media, 2003), him. 190-191.



14

|5 o) i g Ly s oSl g 11 S 3 (o oSS, U1 il

| aSE) dihaie 2Sa S o)

3. Al-addlah (keadilan), yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum,
peraturan, dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran
obyektif tanpa pandangan dan kepentingan subyektif. Pelaksanaaannya
juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.’® Landasan

mengenai keadilan ini disebutkan dalam al-Qur’an :

¥ sl il ga | dact gl a1 e o 8 LS pS5a 2 ¥ 5.

4. Al-hurriyyoh (kebebasan) yaitu, adanya jaminan bagi setiap orang
untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar,
bertanggungjawab dan mencerminkan akhlak yang baik.*’” Landasan

tentang kebebasan ini disebutkan dalam al-Qur’an:

38 stasall gl gus g aSlem A0l (o yued | slact Ji

** Al-Hujurat (49):13.

35 A. Djazuli, Figh Siyasah, him. 189
3% Al-Maidah (5): 8.

37 A. Djazuli, Figh Siyasah, him. 197.

38 At-Taubah (9): 105.



15

5. Al-amanat (responbility), yaitu seorang pemimpin pada hakekatnya ia
memegang amanat, dan harus dapat melaksanakan serta
mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT dan rakyat yang
telah memberi kepercayaan padanya. Sebagaimana hadis yang

menegaskan :
d}.‘:.\uj &beuy% ﬁ_&)@d}i&neﬁs‘gtijegs

YA e

Kelima prinsip ini yang menjadi dasar terselenggaranya suatu lembaga
kepala negara dalam pemerintahan Islam. Aplikasinya dapat dilakukan lewat
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kepala pemerintahan untuk mewujudkan

kemaslahatan bersama dalam bingkai syari’at Islam.

F. Metode Penelitian
Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, sistematis dan metodis dan
juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sebuah penelitian atau penulisan
haruslah memiliki metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian,
sumber data, pendekatan penelitian, dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

3% Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhari. Sahih al-Bukhdri, , “Kitab al-Ahkam”, (Kairo: Dar el-Fikr, 1981 H), VIII: 104. Hadis
diriwayatkan Ismail dari Malik dari Abduliah bin Umar.
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Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research),”® yaitu
mengumpulkan data dan informasi tentang kekuasaan kepala pemerintahan masa
demokrasi terpimpin Soekarno, dan kekuasaan kepala negara perspektif figh
siyasah melalui bahan-bahan material yang terdapat di perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-inferensial. Yang di
maksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau
karakteristik suatu peristiwa. Sifat-sifat yang dikaji adalah sifat-sifat beserta
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh tersebut yang mempengaruhi
pemikiran dan tindakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan inperensial adalah
beberapa hipotesa untuk maksud menerima atau memperkuat. Artinya, penelitian
ini menelaah tentang kekuasaan kepala pemerintahan yang terjadi pada masa
demokrasi terpimpin Presiden Soeckarno, selanjutnya dari konsep tesebut
dihadapkan pada realita.”’

3. Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikampulkan melalui penelitian kepustakaan,
dimana sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer yang berkaitan dengan
kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin Soekarno. Adapun

literatur yang dikaji yaitu: Buku yang ditulis oleh Soekarno, Dibawah Bendera

0 Library research adalah suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui
sumber-sumber kepustakaan baik dari buku, majalah, surat kabar, maupun karya ilmiah lain yang
relevan dengan obyek pembahasan. Dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan sumber
utama (primer).

! Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Hmiah: Dasar Metode Teknik, (Bandung:
Tarsito, 1989), him. 139-140; dan Burhan Ashshofa, Mefode Penclitian Hukum, cei. Ke-2,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 15; lihat juga Sudarto, Metode Penelitian Filsafar, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.
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Revolusi, Buku yang berjudul Bung Karno “Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat
Indonesia”(kumpulan Pidato yang disunting Wawan Tunggul Alam), buku-buku
tersebut sebagai data primer. sementara data sekundernya penyusun ambil dari
berbagai sumber yang mendukung terhadap penyusunan penelitian ini.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan historis,””. Pendekatan normatif dimaksudkan suatu usaha untuk
menjelaskan kekuasaan kepala pemerintahan masa demokrasi terpimpin,
manakala menelaah dari sisi hukum Islam (figh siyvasah). Adapun pendekatan
historis, yaitu menelaah kekuasaan Presiden Soekarno masa demokrasi terpimpin
dari segi politik dan secara historis berusaha menggambarkan dan memaparkan
perjalanan demokrasi terpimpin (1959-1965).
5. Analisa data

Analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data-data
tertentu yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan
pembahasan yang ada. Tahapan pertama adalah mengklasifikasikan dan
mensistemasikan data-data untuk kemudian diformulasikan dengan pokok
masalah yang ada. Langkah terakhir melakukan analisis, analisa ini menggunakan
metode deduktif yaitu menerangkan dari persoalan yang umum diformulasikan ke

khusus, sehingga data-data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan

“2Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang [jtihad: Aniara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian Tahi Pres, 1998), hlm. 105.
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teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh

analisis berdasarkan uraian-uaraian yang telah ada.®®

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan memiliki alur logika yang sistematis, maka pembahasan
dalam penelitian ini menggunakan susunan sebagai berikut :

Pada bab pertama, memuat tentang pendahuluan untuk mengantarkan
skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari delapan sub bab pembahasan
yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah selesai, maka memasuki bab ke dua, membahas tentang tinjauan
umum pertama tentang kekuasaan kepala pemerintahan. Pada bab ini terbagai
menjadi tiga Sub bab, yakni pertama tentang (pengertian kekuasaan dan
pembagian kekuasaan), yang kedua tentang kekuasaan kepala pemerintahan
masa Nabi Muhammad Saw kekuasaan kepala pemerintahan dalam Islam yaitu
pada masa empat khalifth Khulafa al-Rasyidin. Dan yang ketiga akan
menjelaskan tentang prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Dalam bab ke tiga, berisi uraian tentang kekuasaan kepala pemerintahan
masa demokrasi terpimpin Presiden soekarno (1959-1965) yang terbagi menjadi
dua sub pembahasan meliputi, pertama, tentang latar belakang munculnya

demokrasi terpimpin (kondisi sosio-politik dan Dekrit Presiden 5 juli 1959

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi
UGM, 1988), hlm. 36.
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menuju demokrasi terpimpin), dan kedua, tentang kekuasaan kepala pemerintahan
dan implementasinya masa demokrasi terpimpin Soekarno.

Memasuki pada bab ke empat, merupakan analisa perspektif figh sivasah
terhadap kekuasaan kepala pemerintahan yang meliputi bidang eksekutif,
legislatif, dan yudikatif ala demokrasi terpimpin Presiden Soekarno (1959-1965)

Kemudian setelah menyelesaikan bab ke lima, maka melanjutkan pada
bab ke lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban
terhadap pokok masalah, selain itu beberapa saran-saran yang berkaitan dengan

kekuasaan kepala pemerintahan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika melihat dari pembahasan yang telah diketengahkan dalam skripsi ini
tentang kekuasaan kepala negara masa demokrasi terpimpin Soekarno perspektif figh
siyasah, maka dapat dipetik beberapa kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Pelaksanaan kekuasaan kepala pemerintah era demokrasi terpimpin
Soekarno, baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, ada beberapa
hal dalam tindakannya sebagai eksekutif yang tidak dibenarkan baik dalam
konstitusi (UUD 45) yaitu terindikasi terjadinya penumpukan dalam satu
lembaga kekuasaan kepala pemerintahan yakni dengan mengangangkat
para pejabat tinggi seperti ketua MPRS, ketua DPR-GR, wakil ketua DPA,
ketua DPN dan ketua MA sebagai menteri. Kekuasaan di bidang legislatif
ada beberapa indikasi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, yaitu
dengan banyak dikeluarkannya Penetapan Presiden (Penpres), diantaranya:
pembubaran lembaga DPR (legislatif), pengangkatan anggota DPR,
pembentukan MPRS, pembubaran partai. Selain itu dalam Pengambilan
keputusan jika tidak tercapai proses musyawarah mufakat, dan ketetapan
oleh MPRS kepada Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Begitu juga dalam kekuasaan kepala negara di bidang yudikatif, di mana



kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan kekuasaan Kehakiman,
dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1964. Dan UU ini sangat
berlawanan dengan penjelasan UUD 1945 (mengenai pasal 24 dan 25
bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka).

2. Kekuasaan kepala pemerintahan era demokrasi terpimpin Soekarno, baik
kekuasaan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, apabila dipandang
dari perspektif figh siyasah. , maka kekuasaan kepala pemerintahan masa
demokrasi terpimpin Soekarno telah menyalahi prinsip-prinsip Islam, baik
terthadap nilai keadilan (al-adalah), kesamaan (al-musawah), terutama
dalam nilai syiira (musyawarah) dan amanat, serta adanya penyelewengan
terhadap prinsip kebebasan (al-hurriyah). Karena selama era demokrasi
terpimpin Soekarno semua kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara
terlihat tidak ada jaminan dalam kekuasaaanya, karena selalu ada upaya
campur tangan (intervensi) eksekutif dalam setiap kebijakan demi
kepentingan pimpinan eksekutif. Artinya lembaga-lembaga tinggi negara
tidak memperlihatkan eksistensi dan independensi kekuasaannya yang

bebas merdeka.

B. Saran-saran
Islam adalah agama rahmatan lil ’Galamin, telah memberikan dasar-dasar

aturan kepada manusia dalam menajalankan semua aspek kehidupan, termasuk
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bagaimana seorang manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dan bagi
penguasa agar memperhatikan amanat yang diberikan oleh rakyat serta menegakkan
keadilan, maka ketika itu kepala negara berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan
ketaaatan penuh dari seluruh rakyat, singkatnya, rakyat wajib mentaati dan menolong

kepala negara. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt yaitu:

U pSiasadl g Jgensll gaslal g Al gaalal gial cpifilely

Kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan harus menjalankan
pemerintahannya dengan adil, bertanggungjawab dan amanah, di mana nasib bangsa
ini berada di tangannya, rakyat mendukung segala program pemerintah yang berpihak
dan menguntungkan bagi rakyat secara keseluruhan, bukan karena kepentingan
individu, kelompok, golongan maupun jabatan yang diberikan rakyat kepada
penguasa (Presiden) adalah amanat.

Oleh karena itu, bagi mereka yang tertarik pada kajian terhadap sejarah
ketatanegaraan terutama pada kekuasaan kepala pemerintah era demokrasi terpimpin
Presiden Soekarno (1959-1965). Hendaknya dikembangkan cakupan arah kajiannya,
sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil dapat dikatakan lebih berbobot.

Akhirnya, kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun sangat

penyusun harapkan, sebagai langkah perbaikan dimasa yang akan datang.

! An-Nisa (4): 59
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